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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI

Denpaar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renkin ini adalah implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BDI Denpasar yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 40/M-
IND/PER/5/2014 dan 146/M-IND/Kep/3/2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra) yang dituangkan dalam bentuk kegiatan bidang operasional maupun bidang
pembinaan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renkin ini masih banyak kekuarangan,

oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan yang konstruktif.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI Denpasar dan semoga dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Denpasar, Maret 2023

lai Diklat Industri Denpasar

ALl KHOMAINI
NP, 198002212010011010
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BAB. | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.1. Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia
produktif (15-64 tahun). Pada 2022, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai
209,4" juta jiwa atau 75,9% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah
penduduk usia produktif ini 143,7 juta jiwa atau 68,63% diantaranya adalah angkatan
kerja. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia
mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) yang dalam jangka menengah
dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan
Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini
akan diperoleh dengan syarat tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
dan berdaya saing.

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator penting yang terkait
langsung dengan pertumbuhan, daya saing, dan standar hidup perekonomian suatu
negara. Angka produktivitas tenaga kerja mewakili total volume output (GDP) yang
dihasilkan per unit tenaga kerja atau per jumlah jam kerja. Indikator ini memberikan
gambaran umum tentang efisiensi dan kualitas sumber daya manusia dalam proses
produksi. Di tahun 2022 (November) nilai Output-per-Worker Indonesia ada di
peringkat 125 dari 190 negara, berada di bawah Philipina (rangking 123), Srilanka
(rangking 117), Thailand (rangking 111), dan Malaysia (rangking 69). Diantara 11
anggota ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-6 dengan nilai Output-per-worker
sebesar USD 8478,5%, berada di bawah Output-per-worker ASEAN (USD 9737,7), di
bawah Output-per-worker G20 (USD 34.515,3). Meski rendah namun nilai Output-per-
worker Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.83% dari tahun 2021
(YoY), 11,42% dari tahun 2017 (5Y) dan sebesar 33,81% dari tahun 2012 (10Y), hal
ini menunjukkan bahwa setidaknya selama 10 tahun terakhir ini kita berada dalam track
yang benar, dan upaya akselerasi atau percepatan harus terus diupayakan.

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan
pembangunan nasional. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang memadai dan
kompetitif. Kualitas tenaga kerja yang kompeten tersebut perlu dibangun melalui

pendidikan. Data statistik Industri Manufaktur Indonesia tahun 2021 menunjukkan

" Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik
2 International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 — Annual. ILOSTAT



61,01%?3 tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan terakhir SD, SMP atau SMA; 28,31%
lulusan SMK; 3,56% lulusan DI-DIV; hanya 7,12% tenaga kerja Industri Manufaktur
memilki tingkat pendidikan terakhir S1, S2, atau S3. Dari data tersebut kita mendapat
gambaran kualitas pendidikan dari tenaga kerja di Indonesia masih cenderung rendah.
Selain rendahnya tingkat pendidikan, salah satu permasalahan tenaga kerja di
Indonesia adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat pendidikan dengan dunia
kerja. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tertentu semestinya bekerja
pada dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya, dengan demikian diharapkan
produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas tak lepas dari upaya
perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Sebab itu, di 2024
pemerintah akan berfokus antara lain pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan
penurunan prevalensi stunting.

Berbagai indikator menunjukkan perbaikan kualitas SDM di Indonesia misalnya
penurunan tingkat pengangguran dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada
Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada
Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021.
Begitupun dengan kemiskinan ekstrem yang turun 2,04% pada Maret 2022 menjadi
1,12% pada Maret 2023.

1.2. Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas,
adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan
pembangunan manusia diarahkan pada berbagai kegiatan salah satunya peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan
menengah — tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan pada tahun 2025,
sesuai tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun
2020-2025, maka ditetapkan 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah agenda

untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

SDM Industri diarahkan untuk berfokus pada upaya:

1. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi berbasis

3 Badan
Statistik

Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat



kompetensi struktur Industri melalui:
* Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana;
+ Pembentukan tempat uji kompetensi (TUK);
+ Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
* Pembentukan Teaching Factory;
*  Workshop terintegrasi; dan
* Pembentukan inkubator bisnis.

2. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pelatihan industri berbasis

kompetensi struktur Industri melalui:
* Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana;
+ Pembentukan tempat uji kompetensi (TUK);
+ Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
* Pembentukan Teaching Factory;,
*  Workshop terintegrasi; dan
* Pembentukan inkubator bisnis.
3. Mengembangkan infrastruktur kompetensi bidang industri prioritas melalui:
* Penyusunan dan penetapan SKKNI;
* Pendirian LSP & TUK;
* Peningkatan jumlah asesor kompetensi dan lisensi.

4. Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja
melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan,
Sertifikasi, dan Penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja
di sektor industri serta penumbuhan wirausaha industri.

5. Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri melalui fasilitasi
sertifikasi kompetensi, dan penetapan sistem sertifikasi wajib

6. Pendirian dan pengembangan pendidikan vokasi industri pada perwilayahan

industri, khususnya di luar pulau Jawa.

Sejalan dengan arah kebijakan pembagunan SDM Industri, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menetapkan arah kebijakan
yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi dan balai diklat industri dalam periode 2020
— 2024 sebagai berikut:

1. Mempelopori dan menjadi rujukan Pendidikan Vokasi Industri dan Pelatihan
Industri Berbasis Kompetensi, dengan kriteria dan langkah pengembangan
sebagai berikut:

a. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang
Industri;

b. Link and match dengan kebutuan dunia usaha Industri;



c. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi (setiap
paket modul terdiri dari; buku kerja, buku informasi, dan buku
penilaian, serta sistem pembelajaran computer-based test (CBT);

d. Memiliki teaching factory, LSP, TUK;

e. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa /
mahasiswa dan lulusan;

f. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka
penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja
lulusan;

g. Lulusannya dapat berkiprah/bersaing secara nasional dan
internasional dengan kompetensi yang dimiliki; dan

h. Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan program rintisan
gelar

Mengembangkan spesialisasi yang menjadi fokus pengembangan;
Membangun persepsi dan pandangan masyarakat tentang pendidikan
vokasi;

4. Mengembangkan workshop / laboratorium yang terintegrasi dengan konsep
ruang pendidikan yang moderen;

5. Mengembangkan prodi dan meningkatkan jenjang program pendidikan
politeknik;

6. Meningkatkan jumlah Mahasiswa / Siswa, minimal memenuhi kapasitas
optimal yang dinilai layak dari sisi APBN;
Mengembangkan inkubator bisnis;
Menyelenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1; dan
Mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri di setiap
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Dalam pelaksanaannya, pembangunan tenaga kerja industri memerlukan
kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga
pendidikan dan pelatihan, pelaku usaha industri, asosiasi industri, Kamar Dagang dan
Industri, asosiasi profesi serta pemerintah yaitu Kementerian terkait dan lembaga

pemerintah lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 16
dinyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran
sumber daya manusia Indonesia di bidang industri.

Pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud



dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat,

dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya

manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber daya manusia industri yang dimaksud meliputi; wirausaha industri,

tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri, sehingga kebijakan

pembangunan sumber daya manusia industri dilaksanakan untuk memberdayakan

elemen-elemen tersebut.

Pembangunan Wirausaha Industri

Pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha
yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta memiliki kompetensi
sesuai bidang usahanya, meliputi; kompetensi teknis, kompetensi manajerial,
kreativitas dan inovasi. Upaya pembangunan wirausaha industri dilakukan
melalui kegiatan:
a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Inkubator industri; dan
c. Kemitraan.
yang dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha industri,
dengan difasilitasi oleh lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, lembaga pendidkan nonformal, atau lembaga

penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

. Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan
tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang
meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial.

Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan melalui kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan

b. Pemagangan, yang dapat diikuti oleh tenaga kerja maupun calon tenaga
kerja.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan formal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga pendidikan
nonformal, lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
perusahaan industri, dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga teknis dan
tenaga manajerial yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai
dengan SKKNI.



iii. Pembangunan Pembina Industri

Pembangunan pembina Industri dilakukan untuk menghasilkan pembina
industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri
yang meliputi kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial.

Pembangunan pembina industri dilakukan melalui kegiatan:
a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
b. Pemagangan.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk aparatur pemerintah di pusat dan di
daerah, dan dilakukan oleh lembaga pendidikan formal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan; lembaga pendidikan nonformal;
lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau perusahaan

industri.

iv. Pembangunan Konsultan Industri
Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk
membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
pelaku industri dan pembina industri.
Konsultan industri paling sedikit memiliki keterampilan teknis,
administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia di bidang Industri, yang mana konsultan Industri yang

dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi SKKNI bidang Industri tersebut.

Pemerintah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan
industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang
berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional,
berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan
mennghasilkan barang dan / atau jasa industri untuk diekspor. Untuk mewujudkan
industri kecil dan industri menengah yang dimaksud di atas pemerintah melakukan tiga
hal berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian
fasilitas.

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

bantuan dan bimbingan teknis;

a
b
c. bantuan bahan baku dan bahan penolong;
d. bantuan mesin atau peralatan;

e. pengembangan produk;

f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan

Industri Hijau;



g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi
wirausaha baru;

i. penyediaan kawasan Industri untuk industri kecil dan industri menengah
yang berpotensi mencemari lingkungan; dan

j-  pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara
industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar,
dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri
menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling

menguntungkan.

Pada awal terbentuk tahun 1984, BDI Denpasar bernama Balai Latihan Industri
yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan diklat bagi pegawai departemen
perindustrian, dengan cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku,
Irian Jaya, dan Timor-timur.

Kemudian pada tahun 2006, berubah nama menjadi Balai Diklat Industri
Regional VI Denpasar yang merupakan Balai Diklat Industri aparatur dengan wilayah
kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Tahun 2014, berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Nomor: 09/SJ-IND/PER/10/2012 tentang Reposisi Pengembangan Unit
Pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian dan
Peraturan Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan Industri, maka Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar berubah menjadi
Balai Diklat Industri Denpasar dengan lingkup pelayanan nasional dan berbasis
kompetensi, dengan spesialisasi di bidang industri kreatif, khususnya animasi,
kerajinan dan barang seni.

Pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Industri (BPSDMI).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-
IND/PER/5/2014, maka spesialisasi kompetensi BDI Denpasar dalam
menyelenggarakan diklat bagi SDM industri meliputi animasi, kerajinan, dan barang
seni. Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka melalui Keputusan Kepala BPSDMI
Kementerian Perindustrian Nomor: 727 Tahun 2020, spesialisasi prioritas Balai Diklat



Industri Denpasar dikembangkan meliputi animasi, digital content, dan industrial
internet of things (ilOT), serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi,
pengembangan permainan, dan kriya.

Dalam rangka meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam
pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing
global untuk mendorong pertumbuhan industri, maka terbitlah Keputusan Menteri
Perindustrian Republik Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi
Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSDMI Kementerian
Perindustrian, menanamkan visi baru kepada Balai Diklat Industri, yang mana Balai
Diklat Industri harus menjadi center of excellences dalam pembangunan SDM industri

melalui jalur pelatihan vokasi industri, sesuai bidang spesialisasinya masing-masing.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian
Nomor 1009 Tahun 2021, pengembangan BDI Denpasar wajib selaras dengan
kebijakan Corporate University tersebut, maka pengembangan BDI Denpasar memiliki
tiga sasaran:

R Pengembangan SDM industri yang bertaraf global
R Sinergi dalam penyelenggaraan inkubator bisnis

R Membuka akses pasar bagi inovasi produk industri kreatif
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